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BAB IV

ANALISIS PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI 

MASYARAKAT SIDOARJO PERIODE 2009-2014 TENTANG PARTAI POLITIK.

(ANALISIS UU NO: 2 / 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)

a. Analisis Peran Partai Politik Islam dalam Pendidikan Politik bagi masyarakat Sidoarjo 

Periode 2009-2014.

Dewasa ini pemberdayaan masyarakat dalam berpolitik sangat diperlukan. Terlebih 

saat ini, penguasa cenderung memanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan suara 

tanpa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar terjadi pendewasaan pemahan 

terhadap politik. Pada akhirnnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam 

kehidupan politik dalam sistem penyelenggaraan negara. Sikap apatis masyarakat ini akan 

segera muncul ketika penyelenggara negara tidak memahami dan memenuhi kebutuhan dan

kelangsungan hidup mereka.

Dasawarsa ini, politik masih dianggap sebagi hal yang tabu, negatif, kotor dan penuh 

kemunmafikan, mengutamakan kepentingan partai dan selalu berorientasi pada kekuasaan 

tanpa memperdulikan cara-cara yang elegan untuk menapainya. Penomena inilah yang 

melatar belakangi PKS untuk memperbaiki pandangan masyarakat yang mulai risih, acuh 

dan enggan menanggapi secara positif.

Dengan cara menjalankan program yang melibatkan masyarakat, seluruh pengurus 

partai dan perwakilan DPR dari Fraksi PKS secara langsung.

Program yang sudah dilaksanakan untuk menunjang pendewasaan politik bagi 

masyarakat dalam di Kabupaten Sidoarjo yaitu: melakukan dialog interaktif untuk 

mendiskusikan langkah politik yang sudah dilakukan oleh PKS, Membuat suatu majelis 

ta’lim untuk berdakwah dan melakukan kajian-kajian Islam, membuat komunitas –

komunitas pemuda dengan memberikan pasilitas – pasilitas untuk mengembangkan bakat 
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mereka. Membuat sekolah ibu – ibu yang terdiri dari ibu – ibu posyandu disetiap keamatan 

yang ada di Sidoarjo. Melakukan advokasi masyarakat untuk membantu masyarakat yang 

membutuhkan seperti contoh mengadvokasi masyarakat lumpur lapindo, sehingga

menimbulkan keperayaan terhadap PKS dan sekaligus dapat menepis anggapan negatif 

tentang politik dari masyarakat Sidoarjo.

Penulis beranggapan, bahwa Peran partai politik dari masa kemasa sangatlah 

penting dalam sistem politik di Indonesia, karena partai politik menjadi poros penting dalam 

proses berlangsungnya demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran aspirasi politik 

warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam 

masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam 

mempersiapkan para calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum 

(pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi 

juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan memperjuangkan 

aspirasi rakyat sesuai dengan cita – cita partai dan amanat Undang – Undang untuk 

mensejahterakan masyarakat secara umum agar dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif 

dalam memperjuangkan cita – cita Bangsa.

Partai politik yang diharuskan untuk memberikan pendidikan politik untuk 

masyarakat guna mendewasakan pemahaman masyarakat terhap politik, membuat 

masyarakat berperan aktif terhadap berjalannya demokrasi dengan mendukung dan 

menjunjung tinggi kebenaran berpolitik sesuai dengan amanat Undang – Undang. selain itu 

perjalanan demokrasi tidak akan berjalan maksimal tanpa akmodasi yang memadai, maka 

dari itu Negara melalui Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 Pasal 34 Ayat 3 yang 

esensinya memberikan bantuan dana yang berasal dari APBN/ APBD untuk menjalankan 

pendidikan politik untuk anggota partai politik dan mayarakat\. Secara garis besar bahwa 
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partai politik diwajibkan untuk memberikan pemahaman politik agar dapat memahami hak 

dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Singkat 

kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya

dan program yang rumuskan oleh internal partai, baik sebagai jembatan antara masyarakat 

dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat 

dana dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta 

bantuan keuangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Realitasnya sumber dana partai politik itu tak sekadar dari tiga sumber yang

disebutkan di atas, semisal dari sumbangan pengusaha swasta yang berkepentingan. Karena 

itu perlu kebijakan untuk menyehatkan proses demokrasi melalui berbagai bentuk reformasi 

pembiayaan partai yang meliputi: Reformasi sumber keuangan partai dengan kewajiban 

untuk melaporkan terhadap pemerintah dan masyarakat seara umum seara transparan dan 

akuntabel.

a. Pola rekrutmen

     Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 29 dalam Undang-undang No 2 

Tahun 2011 tentang pola rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

1. Anggota Partai Politik

2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah

3. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Rekrutmen ini dimaksudkan menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki 

kemampuan di bidang politik. Maka pola rekrutmen ini diharuskan oleh Undang-Undang 
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dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% 

keterwakilan perempuan.

Beberapa pola rekrutmen yang diterapkan oleh PKS adalah sebagai berikut:

1. PKS terbuka kepada siapapun 

Sebagai partai politik yang menganut asas Islam sebagai didiologinya, PKS ditentut 

untuk menjadi partai yang lebih baik daripada partai lain. Maka dari itu PKS mencoba 

untuk lebih terbuka pada masyarakat terkait pola rekrutmen kader agar lebih mendapat 

perhatian dari masyarakat dengan tidak menyampingkan peraturan dan ketentuan yang

ada didalam ART PKS BAB II Pasal 3 Hurup (b) yang berbunyi:

Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan 
bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan yang menjamin hak hak rakyat dan bangsa Indonesia;

2. Melalui kelompok-kelompok tertentu 

Untuk merekrut masyarakat yang nantinya akan dijadikan kader terbaik yang diharapkan

nantinya menjadi kader profesional dan proporsional PKS tidak main-main. PKS 

berusaha turun langsung ke masyarakat dengan membuat kelompok-kelompok tertentu 

seperti kelompok ibu-ibu posyandu yang didampingi oleh bagian kader perempuan 

didalam tubuh PKS. Harapannya agar PKS dapat diterima dan dapat memaksimalkan 

kader perempuan yang ada di masyarakat. Program ini sesuai dengan ADRT PKS BAB 

II Pasal 4 Hurup (m) yang berbunyi :

Merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara lain berkenaan dengan politik, 
ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga, 
kesenian,kebudayaan,ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, 
keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, kepanduan, 
keluarga, penanggulangan bencana, serta bela Negara.
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3. Membentuk Komunitas 

Membentuk komunitas adalah salah satu instrument terpenting yang dilakukan oleh PKS 

untuk menyeleksi potensi dari kalangan muda sebelum pemuda itu diterima sebagai 

kader PKS, seperrti yang kita tahu bahwa pemuda adalah harapan bangsa dan masih 

mempunyai kemampuan yang tersimpan dalam diri pemuda itu sendiri. Dengan 

mengayomi dan mendampingi pemuda secara aktif. PKS berharap mendapat 

kepercayaan dari kalangan muda sebagai tombak perjuangan bangsa. Pembentukan 

komunitas ini dilakukan dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan organisasi 

kepemudaan yang ada. Sehingga pemuda dapat mempunyai kesadaran berpolitik sejak 

usia dini, juga mempunyai bekal keahlian yang menjadi pelengkap ketika mereka 

memang terjun di dalam dunia politik. Komunitas yang dibentuk PKS diantaranya 

adalah komunitas pers dan jurnalistik. Program ini sesuai dengan ART PKS BAB II 

Pasal 3 Hurup (b) yang berbunyi :

Terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, 
maupun profesi.

4. Jenjang dalam Kaderisasi

Jenjang kaderisasi yang dilakukan oleh PKS adalah dengan tujuan untuk melatih dan 

membekali setiap kader dengan pengalaman dan juga untuk mempersiapkan kemampuan 

yang akan digunakan di masa depan kelak. Yang nantinya kader terbaik PKS akan 

ditempatkan di dalam posisi strategis seperti eksekutif, legislative. Atau nantinya akan 

dipersiapkan menjadi presiden dan wakil presiden.yang dimaksud kaderisasi berjenjang 

sesuai dengan ART PKS BAB III Tentang keanggotaan pada pasal 5 dijelaskan sebagai 

berikut bahwa terdapat beberapa jenjeng kaderisasi diantaranya: Anggota madya dan 

anggota dewasa dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah sedangkan anggota 

ahli dan anggota purna diangkat dan dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat.
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5. Seleksi dan Syarat untuk Menjadi Calon Legislatif atau Eksekutif

Seleksi dan syarat untuk menjadi calon legislatif dan eksekutif harus dilakukan oleh 

PKS, alasannya adalah untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya 

akan terjadi. Karena posisi eksekutif dan legislative bukanlah milik partai, partai hanya 

mendelegasikan kader terbaiknya untuk menduduki kursi eksekutif dan legislatif dengan 

beberapa syarat yang ditentukan oleh PKS sendiri. Nama baik PKS ditentukan oleh

Kredebilitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh calon legislative atau eksekutif yang 

dicalonkan oleh PKS itu sendiri. Maka tak heran jika PKS melakukann seleksi secara 

ketat.Bisa dilihat dalam progam-progam di atas dalam hal ini yang berkaitan dengan

pola rekrutmen yang di dilaksanakan oleh DPD Partai PKS Sidoarjo menunjukkan 

bahwa PKS Sidoarjo sudah sesuai dan sejalan dengan pasal 29 undang-undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang partai Politik . Itu juga dapat dilihat dengan seleksi kaderisasi 

secara demokratis sesuai dengan AD dan ART  yang ada dalam tubuh partai PKS itu 

sendiri. Program ini sesuai dengan ART PKS BAB II Pasal 3 Hurup (b) yang berbunyi :

Terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, 
maupun profesi;

b. Model pendidikan politik

Ada beberapa model yang diterapkan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo dalam 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan anggotanya. Adapun model-model 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Model Dialog Interaktif

Dialog yang dilakukan oleh DPD PKS Sidoarjo adalah untuk membangun keeratan 

emosional dengan masyarakat dan membuat keterbukaan antara DPD PKS Sidoarjo 

dengan masyarakat sekitar untuk menghilangkan stigma negatif yang muncul di tengah-
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tengah masyarakat. Penekanan dari model dialog ini adalah partisipasi dari rakyat untuk 

menumbuhkan rasa saling mengerti dan terbuka antara penyelenggara negara atau partai 

dengan basis masanya, yakni rakyat itu sendiri.

2. Bakti Sosial

Bakti sosial yang dilakukan oleh DPD PKS Sidoarjo dimaksudkan untuk menunjukkan 

bahwa PKS masih ada dalam tengah-tengah masyarakat terlebih terhadap masyarakat 

yang membutuhkan bantuan mendesak. Kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan 

kepercayaan dari rakyat terhadap PKS bahwa PKS masih bersama rakyat dengan 

berbagai macam Visi dan Misi yang telah disosialisasikan terhadap masyarakat. Hikmah 

lainnya yaitu masyarakat dapat bertemu langsung dengan wakilnya di dewan.

3. Training Orientasi Partai

Training oientasi partai yang selalu dilakukan oleh DPD PKS merupakan pengenalan 

partai yang ditujukan untuk masyarakat secara umum. Ini merupakan pendidikan politik 

murni yang diraskan masyarakat. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan agar 

masyarakat mengerti dan benar-benar memahami situasi dan kondisi PKS.

4. Advokasi Terhadap Masyarakat

Advokasi ini dilakukan untuk membantu secara langsung masyarakat yang mengalami 

musibah seperti masyarakat musibah lumpur lapindo dan masyarakat lain yang 

mengalami musibah. Dengan berjalannya program ini diharapkan masyarakat percaya 

dan mendukung sepenuhnya partai PKS.

5. Pengkaderan yang Berjenjang dan Bertingkat

Ada beberapa tingkatan yang ada di dalam pengkaderan di PKS, diantaranya adalah 

jenjang pemula, tingkat pemuda, madya, dan tingkat dewasa. Selain sebagai syarat 

pendelegasian kader, jenjang ini juga menjadi syarat dalam setiap tingkatan 
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kepengurusan di tubuh PKS. Misalnya, seorang pemula tidak dapat menjadi pengurus di 

tingkat DPD Kabupaten/Kota.

Dari strategi dan model pendidikan politik yang telah dilakukan oleh DPD PKS 

Kabupaten Sidoarjo, penulis menganggap ada satu diantar beberapa program yang 

ditemukan diatas masih belum terlaksana secara sepenuhnya yaitu advokasi terhadap 

masyarakat. Mengingat advokasi yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo 

adalah salah satunya mengadvokasi masyarakat yang mengalami musibah lumpur 

lapindo dari segi penggatian ganti rugi dan ini masih berjalan sampai saat ini. 

B. Analisis Peran Partai Politik Islam dalam Pendidikan Politik bagi masyarakat 

Sidoarjo Periode 2009-2014 Menurut UU No 2 / 2011 tentang Partai Politik.

Dari  beberapa model-model pendidikan politik yang diterapkan oleh DPD PKS

Kabupaten sidoarjo diatas itu sudah sesuai dengan pasal 34 ayat (3b) undang-undang 

Nomor 2 tahun 2011 tentang pendidikan politik karena sudah memenuhi unsur-unsur 

yang ada di dalamnya:

a. Mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu, Pancasila, UUD 1945, 

Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika 

dan budaya politik.

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu dari berbagai macam program yang dijalankan untuk memenuhi kewajiban 

melaksanakan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat PKS melakukan beberapa 

perogram yang disesuaikan oleh Undang-Undang No: 2 Tahun 2011 Seperti berikut:

a. Model Dialog Interaktif

Dengan berjalannya program ini, PKS mengharap masyarakat dapat memahami 

program dan sistem keterbukaan PKS terhadap masyarakat. Dampak yang 
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diharapkan dengan berjalannya program ini adalah untuk menumbuhkan keterbukaan 

dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap PKS. Perogram ini berdasarkan

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1: 

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta memelihara Keutuhan Negara  Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1994.

b. Bakti Sosial

Rutinitas ini selalu dilakukan DPD PKS Sidoarjo tak hanya ketika ada bencana saja, 

melainkan terhadap masyarakat yang mengalami kesusahan sehari-hari. Dalam model 

kegiatan ini, diharapakan juga para kader PKS dapat merasakan keadaan yang 

dialami oleh rakyat secara langsung. Dengan harapan agar kader PKS yang berada di 

legislatif atau eksekutif dapat menjalankan amanah partai sesuai dengan Pancasila, 

UUD 1945, Bineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program ini sesuai dengan amanah undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai 

Politik Pasal 34 Ayat (3b).

c. Training Orientasi Partai

Training ini sebenarnya bertujuan untuk membuat masyarakat yakin bahwa PKS 

memang bener-benar melakukan pengkaderan sesuai dengan amanah Undang-

Undang dan tidak asal memilih kader. Program ini sesuai dengan Undang- undang 

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (4):

Pendidikan Politik adalah peroses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

d. Advokasi Terhadap Masyarakat
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Pendampingan yang dilakukan PKS sampai saat ini masih konsisten dilakukan, selain 

untuk menjalankan amanah Undang-Undang ini juga sebagai langkah penerapan nilai 

kemanusiaan sesame warga Negara Indonesia yang mengalami musibah dan dirasa 

perlu untuk dibantu. Program ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Pasal 1, Ayat 1, Ayat 4. Pasal 2 Ayat 4 Hurup K. Sebagaimana disebutkan di 

atas.

e. Pengkaderan yang Berjenjang dan Bertingkat

Konsistensi PKS untuk tidak asal merekrut calon kader dibuktikan dengan beberapa 

program yang penulis kemukakan diatas, salah satunya adalah untuk melakukan 

pengkaderan secara berjenjang. PKS tidak memperkenankan kadernya untuk 

langsung menduduki posisi strategis melainkan harus melalui beberapa tahapan 

kaderisasi, jika dinilai sudah berkompeten dengan berbagai macam pertimbangan 

partai maka diijinkanlah kader tersebut untuk menuju kursi yang diinginkannya, 

misalnya maju DPR, Gubernur ataupun Bupati. Pengkaderan ini sebagai syarat dan

berhubungan erat terkait dengan pendelegasian partai kepada kadernya untuk 

menjadi anggota legislatif ataupun merupakan bagian eksekutif. Program ini sesuai 

dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk 
menjadi:

a. Anggota partai politik;
b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah;
c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;

1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b dilaksanakan 
melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan 
mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 
perempuan.
2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b dilaksanakan 

melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD 
dan ART serta peraturan perundang-undangan.
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3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), 
dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai 
dengan AD dan ART.

Selain itu dalam pasal 34 ayat (3b) hurup c disebutkan:
Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Ini menandakan bahwa pendidikan politik wajib dilakukan oleh setiap partai politik 

karena sudah diamanahkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan pendidikan politik bagi 

kader partai dan masyarakat, guna memahamkan masyarakat mengenai empat pilar 

berbangsa dan bernegara terdiri dari pemahaman Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal 

Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang kewajiban sebagai warga 

negara Indonesia dalam membangun budaya politik guna mendewasakan pemahaman 

masyarakat tentang politik.

Kesenjangan yang penulis temukan antara program yang telah dijalankan oleh PKS 

Sidoarjo antara lain: 

a. minat dari masyarakat yang kurang begitu maksimal meskipun program ini masih 

tetap berjalan.

b. Program advokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan pendampingan untuk 

penyelesaian masalahnya, seperti contoh penyelesaian permasalahan lumpur di 

Sidoarjo yang tak kunjung selesai dan pendampingan masyarakat lain dengan 

berbagai macam masalah. Program ini masih berlanjut tapi masih belum selesai 

secara maksimal.

c. Pelaksanaan pendidikan politik yang masih belum merata disetiap kecamatan. Tetapi 

untuk syiar Islam sudah masih dilaksanakan merata di seluruh kecamatan dengan 

lembaga dakwah dari PKS.
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Kendala ini hanya karena faktor waktu pelaksanaannya  yang menentukan program 

ini mampu untuk konsisten dalam melakukan pendidikan politik atau justru berhenti 

karna faktor dukungan ataupun dana.


